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UNIT RISET DAN PUBLIKASI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN 2018
KATA PENGANTAR
Fakultas Hukum UGM sebagai institusi pencetak ahli-ahli Hukum terbaik di Indonesia berkomitmen untuk membekali setiap lulusannya dengan penguasaan azas dan teori hukum yang mendalam serta kemampuan untuk memformulasikan bekal ilmu tersebut dalam merespon berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pola pembentukan karakter saintis (ilmuwan) pada setiap peserta didik yang ditandai dengan sikap ingin tahu yang tinggi, mampu menyelesaikan permasalahan, memiliki sikap berpikir yang sistematis, objektif dan memiliki dasar pemikiran yang kuat. Pola penguatan karakter saintis bagi mahasiswa selain diaplikasikan dalam kegiatan perkuliahan dalam kurikulum juga didorong dengan berbagai program di luar kurikulum, yang salah satunya adalah penyelenggaraan Program Penelitian Mahasiswa yang dulunya dikelola oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) menjadi program kerja dari Unit Riset dan Publikasi (URP) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Sebagai acuan pelaksanaan Program Penelitian Mahasiswa maka disusunlah Buku Panduan Penelitian Mahasiswa. Buku Panduan ini berisi berbagai informasi terkait penelitian mahasiswa mulai dari mekanime pengajuan proposal penelitian, mekanisme seleksi dan evaluasi, pelaksanaan penelitian, dan pelaporan penelitian. Buku Panduan ini bukan ditujukan untuk membatasi kreativitas peneliti dalam melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitiannya, namun lebih pada tujuan sebagai pedoman agar penyelenggaan pelaksanaan kegiatan penelitian mahasiswa dapat lebih tertib, efektif dan efisien.
Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua  anggota  tim  penyusun dan berbagai pihak yang telah berperan aktif dan memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan, sejak penyusunan draf buku pedoman hingga terbitnya buku pedoman peneltian mahasiswa ini. Akhir kata kami berharap semoga buku pedoman penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan risetnya dan bermanfaat bagi instistusi Fakultas Hukum dalam mendorong penerbitan publikasi riset yang berkualitas. 
Yogyakarta,  30 Januari 2018
Ketua 
Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.
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BAB I 
UNIT RISET DAN PUBLIKASI
A. Sekilas Tentang Unit Riset dan Publikasi 
Unit Riset dan Publikasi adalah bagian unit kerja dari Fakultas Hukum yang bergerak di bidang penelitian yang mengelola dan mengadministrasikan penelitian dosen dan mahasiswa. Bagian dari Universitas Gadjah Mada untuk mengembangan keilmuan dalam tataran akademis melalui penelitian sekaligus sebagai pioneer untuk menggerakan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang dinamis sesuai dengan perkembangan dunia akademis dan kebutuhan praktis di masyarakat. 
Hasil dari kegiatan penelitian yang dilakukan di Fakultas Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sehingga secara moral penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta tepat sasaran. Selanjutnya hasil penelitian difasilitasi untuk dapat dipublikasikan ke dalam jurnal-jurnal yang terkreditasi sehingga dapat memberikan manfaat secara umum kepada pemangku kepentingan terkait dan secara khusus kepada civitas akademika sendiri dalam menciptakan pemikiran-pemikiran keilmuan yang khas dan sesuai dengan nilai yang diemban oleh Fakultas dan Universitas. Selain melalui penelitian, Unit Riset dan Publikasi juga mengakomodir melalui diskusi akademis yang dilaksanakan setiuap bulan dengan melibatkan setiap dosen dan mahasiswa di dalamnya.
B. Skema Penelitian Unit Riset dan Publikasi
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BAB II 
PROGRAM PENELITIAN REGULER
A. Kriteria Pengusul Riset
1. Dosen
a. Umum

1) Pengusul adalah dosen aktif Fakultas Hukum UGM (PNS/SK Rektor).

2) Pengusul wajib mengikuti semua proses dalam rangkaian seleksi program penelitian dosen dan wajib mengikuti semua format yang telah ditetapkan oleh Unit Riset dan Publikasi FH UGM selaku penyelenggara kegiatan penelitian. 

3) Pengusul memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas.

4) Pengusul tidak memiliki tunggakan laporan penelitian/keuangan dalam penelitian sebelumnya.

5) Berbagai kegiatan pengusul yang mendukung pada tema yang diusulkan akan menjadi nilai lebih yang dipertimbangkan oleh Dewan Reviewer.
6) Pengusul penelitian tidak sedang menjalani sanksi penelitian dari fakultas/universitas. 
7) Wajib memiliki asisten peneliti dengan status sebagai Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum UGM.
b. Khusus

1) Dosen Master

· Pengusul telah mendapat gelar Master dan belum mendapat gelar doktor.
· Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.

2) Dosen Doktor

· Pengusul telah mendapat gelar Doktor

· Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.

3) Guru Besar

· Pengusul telah menempati jabatan fungsional Guru Besar

· Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Individu.

4) Kolaboratif

· Pengusul telah mendapat gelar Master/Doktor atau telah menempati jabatan fungsional Guru Besar.

· Proposal Penelitian Dosen diajukan secara Kelompok.

2. Mahasiswa 
a. Umum

1) Peneliti adalah Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum UGM baik untuk jenjang S1 (Reguler maupun Internasional), S2 (Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, Magister Hukum, Magister Litigasi dan Magister Kesehatan), S3 (Program Doktor). 

2) Proposal Penelitian Mahasiswa dapat diajukan baik secara Individu maupun secara berkelompok, dengan catatan bahwa nominal dana penelitian tetap sesuai dengan besaran dana yang telah ditetapkan setiap jenjang.
3) Semua Pengusul dari semua strata (S1/S2/S3) wajib dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing Penelitian yang dapat dipilih sendiri oleh pengusul sesuai dengan bidang kajian yang akan diteliti dalam penelitian, dengan catatan dosen yang bersangkutan merupakan dosen aktif. Proposal yang diterima hanya proposal yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Penelitian. 

4) Semua pengusul wajib mengikuti semua proses dalam rangkaian seleksi penelitian mahasiswa dan wajib mengikuti semua format yang telah ditetapkan oleh Unit Riset dan Publikasi FH UGM selaku penyelenggara kegiatan penelitian. 

5) Semua pengusul memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta integritas.

6) Semua pengusul tidak memiliki tunggakan laporan penelitian/keuangan dalam penelitian sebelumnya.

7) Berbagai kegiatan pengusul yang mendukung pada tema yang diusulkan akan menjadi nilai lebih yang dipertimbngkan oleh Dewan Reviewer. 
8) Pengusul penelitian tidak sedang menjalani sanksi penelitian dari fakultas/universitas. 
b. Khusus

1) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi) hanya dapat diajukan oleh Individu. 
2) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi) harus dibuktikan dengan mengunggah hasil print out KRS Semester Genap Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Pengusul sedang mengambil mata kuliah Penulisan Hukum.
3) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi) harus sanggup untuk menyelesaikan Penulisan Hukum pada tahun 2018.
4) Khusus Pengusul Penelitian Mahasiswa yang akan digunakan untuk membantu Penelitian Penulisan Hukum (Skripsi/Thesis/Desertasi), Dosen Pembimbing Penelitian merupakan Dosen Pembimbing Penulisan Hukum.
5) Khusus untuk pengusul dari Mahasiswa jenjang SI, pengusul harus sudah lulus matakuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum (MPPH) yang dibuktikan dengan KHS. Untuk mahasiswa yang belum lulus MPPH tetap dapat mengajukan penelitian dengan kapasitas sebagai anggota dalam penelitian kelompok, dengan ketua peneliti sudah lulus MPPH. 
B. Tata Cara Pengajuan Proposal
1. Dosen 
a. Dosen Pengusul penelitian mengajukan Proposal Penelitian kepada URP FH UGM melalui Form Submisi Proposal Penelitian Tahun 2018 bisa di lihat di http://ugm.id/proposalurp2018, sebelumnya harus login menggunakan akun email UGM, satu user akun maksimal hanya dapat mengajukan satu Proposal Penelitian Reguler.
b. Selain pengajuan proposal secara online, peneliti juga diwajibkan untuk menyerahkan hardcopy proposal penelitian sebanyak 2 eksemplar sesuai dengan jadwal submisi proposal penelitian yang yang sudah ditentukan. 
2. Mahasiswa
a. Mahasiswa Pengusul penelitian mengajukan Proposal Penelitian kepada URP FH UGM melalui Form Submisi Proposal Penelitian Tahun 2018 bisa di lihat di http://ugm.id/proposalurp2018, sebelumnya harus login menggunakan akun email UGM, satu user akun maksimal hanya dapat mengajukan satu Proposal Penelitian Reguler.
b. Selain pengajuan proposal secara online, peneliti juga diwajibkan untuk menyerahkan hardcopy proposal penelitian sebanyak 2 eksemplar sesuai dengan jadwal submisi proposal penelitian yang yang sudah ditentukan. 
C. Nilai Hibah Penelitian
1. Besaran Dana Penelitian dan Kuota Judul Penelitian  
Unit Riset dan Publikasi FH UGM menyediakan dana pelaksanaan kegiatan penelitian dalam skema penelitian reguler untuk Tahun 2018 dengan nilai hibah penelitian sebagai berikut:
a. Dosen

	No 
	Skema Penelitian 
	Dana Penelitian

	
	
	Per Judul

	1
	Guru Besar
	Rp. 22.000.000

	2
	Doktor
	Rp. 18.000.000

	3
	Kolaboratif
	Rp. 20.000.000

	4
	Master 
	Rp. 10.000.000


b. Mahasiswa 
	No 
	Skema Penelitian 
	Dana Penelitian

	
	
	Per Judul

	1
	Mahasiswa S1
	Rp. 4.500.000

	2
	Mahasiswa S2
	Rp. 5.500.000

	3
	Mahasiswa S3
	Rp. 6.000.000


2. Mekanisme Pencairan Dana Penelitian 
Adapun mekanisme pencairannya dana dibagi dalam 2 tahap sebagai berikut:
a. Pencairan dana tahap pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai Kontrak, dilakukan setelah pengumuman proposal dinyatakan layak untuk didanai dan Peneliti menandatangani Kontrak Penelitian. Pencairan Dana dilakukan pada Bendahara dengan menyerahkan Berita Acara Penerimaan Proposal yang telah ditentukan oleh URP pada saat pengumuman. 
b. Pencairan dana tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai perjanjian sebagaimana yang tertera dalam Kontrak Penelitian. Pencairan dilakukan pada Bendahara yang ditujuk pada saat pencairan tahap pertama dengan menyerahkan Berita Acara Penerimaan Dokumen Laporan Hasil yang telah ditentukan oleh URP pada saat pengumuman. 

3. Komponan Dana Penelitian 
Pedoman penggunaan dana penelitian dalam program penelitian reguler dapat dialokasikan sebagai berikut:
	No
	Komponen Pembiayaan
	Nilai Maksimal  

	1
	Pembayaran  Upah/Honorarium yang terlibat dalam penelitian, mulai dari peneliti, pembimbing, staft administrasi. 
	30 Persen

	2
	Pembelian bahan-bahan habis pakai
	30 Persen

	3
	Pembayaran Perjalanan Dinas (Biaya untuk Transportasi dan Akomodasi selama dilapangan) dan/atau Pembayaran  Operasional  lainnya yang diperlukan dalam penelitian (biaya  rapat, fotocopy,  pencetakan laporan, poster dll).
	40 Persen


Note:
a. Penelitian metode desk research (penelitian kepustakaan) dapat mengalokasikan seluruh dana penelitian untuk honorarium.
b. Semua Nota (Bukti Transaksi) yang dapat dilampirkan hanya bukti transaksi yang berada dalam kurun waktu penelitian.
c. Detail Format Laporan Penggunaan Dana dapat dilihat pada Lampiran.
4. Mekanisme Laporan Penggunaan Dana
a. Laporan Keuangan Penelitian berupa laporan penggunaan dana penelitian, ditandatangani oleh peneliti dan diketahui oleh ketua kegiatan. Format kami sampaikan terlampir.   

b. Setiap nilai yang tercantum dalam laporan penggunaan dana harus ada bukti otentik (seperti nota (berstempel toko), tiket, struk belanja, dll) yang dilampirkan dalam laporan penggunaan dana.

c. Tarif perhitungan pajak honorarium peneliti (dari nilai bruto) adalah sebagai berikut:

	No
	Peneliti
	Besaran Pajak

	
	
	Per Honorium/Peneliti/Asisten Penelitian

	1
	Dosen 
	

	
	Jabatan Akademik IV
	15 %

	
	Jabatan Akademik III/Non PNS
	5%

	2
	Mahasiswa 
	

	
	Memiliki NPWP
	5%

	
	Tidak memiliki NPWP
	6%


d. Laporan penggunaan dana yang ditandatangani oleh peneliti beserta beserta sejumlah nilai pajak yang harus dibayarkan, diserahkan ke bagian keuangan untuk dimintakan tanda tangan secara kolektif ke Ketua Unit Riset dan Publikasi dan dibuatkan kuitansi honorarium serta ID Biling untuk pembayaran pajak ke bank.

e. Laporan penggunaan dana yang sudah ditandatangani oleh ketua kegiatan, kuitansi honorarium, dan bukti pembayaran pajak akan dikembalikan ke masing-masing peneliti melalui Unit Riset dan Publikasi.
f. Peneliti menyerahkan kembali Laporan Penggunaan Dana kepada Unit Riset dan Publikasi dalam bentuk softcopy serta menyerahkan Laporan Penggunaan Dana hardcopy yang (sudah termasuk bukti pemotongan pajak) sebagai bagian dari Dokumen Laporan Akhir Penelitian.
D. Penilaian Proposal
1. Dosen
a. Penilaian proposal untuk desk evaluation dilakukan oleh 2 (dua) orang reviewer dengan bidang keilmuannya sesuai dengan tema yang diusulkan dalam proposal penelitian. Penilaian dalam desk evaluation ini hasil penilaian adalah rata-rata dari penjumlahan nilai dari setiap reviewer.
b. Penilaian Akhir adalah penjumlahan dari penilaian desk evaluation, penilaian ini bersifat final. 

2. Mahasiswa
a. Penilaian proposal untuk desk evaluation dilakukan oleh 2 (dua) orang reviewer yang bidang keilmuannya sesuai dengan tema yang diusulkan dalam proposal penelitian. Penilaian dalam tahap ini hasil penilaian adalah rata-rata dari penjumlahan nilai dari setiap reviewer.
b. Penilaian proposal untuk Presentasi Proposal oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM.
c. Penilaian Akhir adalah penjumlahan dari Penilaian desk evaluation dan Presentasi Proposal, penilaian ini bersifat final. 
d. Mekanisme seleksi dalam Program Penelitian Mahasiswa ini direncanakan dalam 2 tahap yakni:
1) Tahap Pertama Desk Evaluation 
Seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring proposal Penelitian mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai proposal. 
2) Tahap Kedua Presentasi Proposal 
Seleksi tahap kedua dimaksudkan untuk memverifikasi proposal penelitian dan komitmen pelaksanaan penelitian.  Penilaian dilakukan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum UGM.
3. Adapun komponen penilaian dalam proses seleksi proposal nanti meliputi beberapa aspek sebagai berikut:
	No
	Kriteria Penilaian
	Persentase Penilaian 

	a. 
	Kualitas topik penelitian:
Inovasi dan kebaruan topik dilihat dari keaslian penelitian dengan menilai posisi penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada
Kedalaman pemahaman peneliti terhadap topik dinilai dari: 
Kompetensi peneliti sebagaimana tercermin dari banyaknya literatur yang dikutip;
Kebaharuan literatur.
	20

	b. 
	Perumusan masalah: 
Kedalaman dan kompleksitas permasalahan
Kemampuan melakukan problematisasi dilihat dalam latar belakang masalah dan mencerminkan adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen
Tujuan dan manfaat penelitian
	30

	c. 
	Metode penelitian
Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan
Kesesuaian metode penelitian dan permasalahan
	20

	d. 
	Kelayakan penelitian: 
Kesesuaian waktu
Kesesuaian biaya 
Kesesuaian personalia 
	15

	e. 
	Peluang luaran penelitian: 
Publikasi ilmiah
Pengembangan Ilmu Hukum
Pengayaan Bahan Ajar
	15

	Total
	100


4. Proposal peneleitian akan diterima jika Unit Riset dan Publikasi untuk didanai jika rata-rata akumulasi penilaian dari reviewer mencapai 75.
5. Jika jumlah proposal yang mencapai nilai rata-rata akumulasi penelitian melebihi kuota, maka akan dilakukan pemeringkatan atas proposal yang akan diterima.

E. Luaran Penelitian
1. Softcopy Laporan Akhir Penelitian (dengan persetujuan dari Pembimbing dan Reviewer);
2. Softcopy Manuskrip Jurnal;
3. Softcopy Bukti Submisi Jurnal;
4. Softcopy Laporan Penggunaan Dana Penelitian;
5. Softcopy Poster Publikasi Hasil Penelitian (Desain Format A2) (khusus mahasiswa).
F. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Program Penelitian Reguler ini  dirancang untuk kurun waktu  7 (Tujuh) bulan, dimulai pada Bulan April hingga Bulan Oktober. Adapun detail uraian kegiatan sebagai berikut: 
	No
	Uraian Kegiatan
	Mahasiswa
	Dosen

	1. 
	Sosialisasi Penelitian Dosen dan Mahasiswa
	12 Februari - 2 Maret 2018
	12 Februari - 2 Maret 2018

	2. 
	Penerimaan Proposal Softcopy dan Hardcopy 2 Eksemplar
	12 Februari - 28 Maret 2018
	12 Februari - 28 Maret 2018

	3. 
	Proses seleksi proposal (Desk Evaluation)
	19 Maret - 9 April 2018
	19 Maret - 9 April 2018

	4. 
	Presentasi Proposal
	Tidak Ada Presentasi

	5. 
	Mahasiswa S1
	10-11 April 2018
	

	6. 
	Mahasiswa S2
	10-11 April 2018
	

	7. 
	Mahasiswa S3
	10-11 April 2018
	

	8. 
	Pengumuman Proposal Terseleksi
	11 April 2018
	11 April 2018

	9. 
	Penerimaan Proposal Final Softcopy (sudah mendapat persetujuan Reviewer dan Pembimbing)
	13 April 2018
	13 April 2018

	10. 
	Tandatangan Kontrak
	18 April 2018
	18 April 2018

	11. 
	Penyelesaian Adminitrasi Pencairan Dana Termin Pertama
	19-27 April2018
	19-27 April2018

	12. 
	Penyerahan Draft Naskah Akhir Penelitian
	12 September 2018
	12 September 2018

	13. 
	Dosen Master
	
	24-26 September 2018

	14. 
	Dosen Kolaboratif
	
	24-26 September 2018

	15. 
	Dosen Doktor
	
	24-26 September 2018

	16. 
	Dosen Guru Besar
	
	24-26 September 2018

	17. 
	Mahasiswa S1
	17-19 September 2018
	24-26 September 2018

	18. 
	Mahasiswa S2
	17-19 September 2018
	

	19. 
	Mahasiswa S3
	17-19 September 2018
	

	20. 
	Perbaikan Laporan
	19 Sept - 23 Okt 2018
	26 Sept - 23 Okt 2018

	21. 
	Penyerahan Laporan Akhir (Softcopy)
a. Laporan Akhir (persetujuan Reviewer dan Pembimbing)
b. Bukti Submit Manuskrip Jurnal 
c. Manuskrip Jurnal 

d. Poster Penelitian (Khusus Mahasiswa)

e. Laporan Penggunaan Dana 
	23 Oktober 2018
	23 Oktober 2018

	22. 
	Penyelesaian Adminitrasi Pencairan Dana Termin Kedua
	23-31 Oktober 2018
	23-31 Oktober 2018


CATATAN:

1. Tanggal dapat berubah sewaktu-waktu. Valid date silakan mengunjungi website rispub.law.ugm.ac.id/riset
BAB III 
FORMAT DALAM PROGRAM PENELITIAN
Proposal dan Laporan Hasil Penelitian dalam Program Penelitian Reguler ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.
A. Format Proposal Penelitian
	No.
	Sub-Title

	1
	Halaman Judul

	2
	Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penelitian (khusus Mahasiswa)

	3
	Halaman Persetujuan Reviewer  Penelitian

	4
	Latar Belakang Masalah

	5
	Rumusan Masalah

	6
	Tujuan Penelitian

	7
	Keaslian Penelitian

	8
	Manfaat Penelitian

	9
	Tinjauan Pustaka

	10
	Metode Penelitian

	11
	Jadwal Penelitian

	12
	Personalia Penelitian

	13
	Usulan Anggaran

	14
	Daftar Pustaka

	15
	Lampiran:

	16
	Justifikasi Penggunaan Anggaran

	17
	KHS Ketua Peneliti (menunjukan telah lulus mata kuliah MPPH) (khusus Mahasiswa S1)


B. Format Laporan Hasil Penelitian
	No.
	Sub-Title

	1
	Halaman Judul

	2
	Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Penelitian

	3
	Halaman Persetujuan Reviewer Penelitian

	4
	Kata Pengantar

	5
	Abstract

	6
	Intisari

	7
	Daftar Isi

	8
	BAB I PENDAHULUAN

	
	A. Latar Belakang Masalah

	
	B. Rumusan Masalah

	
	C. Tujuan Penelitian

	
	D. Keaslian Penelitian

	
	E. Manfaat Penelitian

	9
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA

	10
	BAB III METODE PENELITIAN

	
	Sifat Penelitian

	
	A. Jenis Data/Bahan Penelitian

	
	B. Teknik Pengambilan Data

	
	C. Analisis Data

	11
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Banyaknya sub bab ditentukan oleh banyaknya rumusan masalah

	12
	BAB V PENUTUP

	
	F. Kesimpulan 

	
	G. Saran

	13
	DAFTAR PUSTAKA


C. Format Manuskrip Jurnal
Manuskrip Jurnal disesuaikan dengan format dalam jurnal yang dituju bagi penelitian dosen baik nasional (terakreditasi maupun tidak terakreditasi) dan internasional. Peneliti wajib menginformasikan rencana jurnal yang dituju dalam proposal penelitian. Referensi jurnal publikasi hasil penelitian mahasiswa dapat dilihat lampiran. Bagi penelitian mahasiswa, wajib mengikuti format naskah jurnal sebagaimana Jurnal Penelitian Hukum Unit Riset dan Publikasi.
D. Format Poster Penelitian
Poster Penelitian bagi penelitian mahasiswa berisi judul, penulis, latar belakang, metode penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitian. Dibuat dengan format ukuran kertas A2  dengan desain sesuai tema penelitian. 
E. Penjelasan Item-item dalam Format
1. Intisari dan abstract
Intisari ditulis dalam bahasa Indonesia dan abstract ditulis dengan bahasa Inggris. Berisi uraian singkat yang terdiri dari 3 bagian utama yakni:
a. Pertama berisi rumusan masalah dan tujuan penelitian
b. Kedua berisi metode penelitian
c. Ketiga berisi hasil penelitian
jumlah kata dalam intisari (abstrak) maksimal 500 kata (untuk Laporan Hasil penelitian dan dibedakan untuk manuskrip jurnal sesuai dengan jurnal yang dituju) dengan spasi 1 dan dilengkapi dengan kata kunci (keyword).
2. Latar Belakang Masalah
Uraian pada latar belakang masalah yang dibuat oleh peneliti pada hakikatnya merupakan gambaran yang singkat, lengkap dan jelas tentang apa yang akan diteliti. Peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi situasi masalah dengan tepat dan jelas. Peneliti juga diharapkan mampu menggambarkan adanya ketidaksesuaian atau adanya pertentangan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Salah satu variabel dalam penelitian hukum adalah norma hukum, atau bisa juga kedua variabel dalam penelitian tersebut berupa norma-norma hukum. Gambaran-gambaran tersebut sedapat mungkin menunjukkan bahwa persoalan yang diteliti benar-benar penting dan aktual serta linear dengan prioritas riset yang telah ditetapkan UGM. Dalam latar belakang ini juga harus mampu menggambarkan dialogis antara sollen dengan sein sehingga jelas problematika kesenjangan antara das sein dan das sollen.
3. Rumusan Masalah
Setelah peneliti berhasil menguraikan latar belakang diadakan penelitian, langkah selanjutnya adalah merumuskan permasalahan. Merumuskan permasalahan berarti suatu kegiatan memformulasikan atas suatu keingintahuan atau keragu-raguan yang ada pada peneliti atas suatu kebenaran hukum. Masalah dalam suatu penelitian hukum pada dasarnya dapat berupa ketidak sesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas:
a. Apa yang seharusnya (menurut hukum atau das sollen) dan apa yang ada atau terjadi (fakta atau das sein).
b. Antara norma hukum yang satu atas norma hukum yang lain. 
4. Tujuan Penelitian
Secara sederhana tujuan penelitian muncul pada waktu peneliti membuat latar belakang permasalahan dan merumuskan permasalahan. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan gambaran atau deskripsi tentang pernyataan berupa harapan atau apa yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian tersebut. Tujuan penelitian hendaknya sinkron dengan rumusan permasalahan.Intinya penegasan dan rincian dari permasalahan beserta data pokok yang diperlukan.
5. Keaslian Penelitian 
Berupa uraian yang menjelaskan bahwa permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dijawab dalam penelitian yang mengambil topik yang sama atau mirip dengan penelitian sebelumnya. Ada kalanya terjadi kemiripan atau kesamaan antara satu penelitian dengan penelitian yang sebelumnya, namun sepanjang permasalahan yang menjadi fokus penelitian tersebut berbeda, diperkenankan. Oleh karena itu untuk menunjukkan keaslian atas  penelitian yang sedang dilaksanakan, peneliti harus bisa menunjukkan letak perbedaannya dengan penelitian yang sebelumnya dan menunjukan spesifikasi penelitian yang sedang dibuat berbeda dengan spesifikasi  penelitian sebelumnya. 
6. Manfaat Penelitian
Manfaat Penelitian identik dengan tujuan penelitian, namun pada prinsipnya penekanannya berbeda. Jika tujuan penelitian lebih menekankan pada penyelesaian permasalahan dalam penelitian, sedangkan manfaat penelitan penekanannya pada kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian umumnya dapat dirinci dalam kegunaan untuk kepentingan: 
a. Akademis
Kegunaan akademis lebih menekankan pada manfaat hasil penelitian pada pengembangan keilmuan.
b. Praktis
Kegunaan praktis ditujukan untuk berbagai stakeholders yang bisa memanfaatkan hasil penelitian. Peneliti secara spesifik dapat merinci berbagai stakeholders tersebut berikut kemanfaatannya.
7. Tinjauan Pustaka
Berupa uraian yang menggambarkan pustaka-pustaka yang terkait dengan topik penelitian, yang menjadi rujukan dalam penelitian tersebut, khususnya guna menjawab permasalahan dalam rumusan permasalahan. Dalam tinjauan pustaka dapat diuraikan teori-teori hukum yang terkait yang dapat digunakan sebagai dasar pijakan guna menjawab permasalahan. Namun, kadang uraian-tentang teori-teori hukum yang terkait diurakan dalam sub-bab tersendiri, berupa kerangka teori.
8. Metode Penelitian
Berisi uraian menyangkut metode atau cara dalam penelitian. Terkait dengan metode penelitian, harus dipastikan jenis penelitian. Bila jenis penelitian bisa ditentukan, akan muncul konsekuensi data apa yang dicari atau dibutuhkan, bagaimana cara mencari data tersebut, dimana data tersebut akan dicari, dan bagaimana data yang sudah terkumpul dianalisis.
9. Jadwal Penelitian
Berupa uraian yang menggambarkan rangkaian kegiatan yang disertai waktu kegiatan dalam proses penelitian. Peneliti sedapat mungkin dapat menyusun rangkaian kegiatan tersebut mulai dari awal penyusunan proposal sampai dengan penyerahan hasil akhir penelitian yang sudah dipresentasikan serta laporan penyelesaian penelitian.
10. Personalia Penelitian
Berisi uraian tentang pihak-pihak yang terkait langsung dalam penelitian tersebut, berikut identitasnya. Personalia penelitian dapat terdiri dari ketua, anggota, asisten/pembantu peneliti, dan staf administratif. Penelitian dosen diharuskan melibatkan mahasiswa dengan kualifikasi sesuai persyaratan sebagai proses pembelajaran.
11. Rencana Anggaran
Berisi uraian yang menggambarkan rincian penggunaan anggaran yang diterima. Rincian penggunaan anggaran antara lain meliputi honorarium personalia peneliti, bahan habis pakai, pengurusan ijin, pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, pajak yang harus dibayarkan. Rencana anggaran harus sesuai dengan laporan keuangan (realisasi penggunaan dana selama penelitian).
12. Daftar Pustaka, Catatan Kaki dan Halaman
a. Penulisan daftar pustaka dan catatan kaki dalam penelitian reguler ini wajib mengikuti standar penlisan daftar pustaka pada Jurnal Mimbar Hukum.
b. Format penulisan halaman menggunakan pola bottom-right untuk setiap halaman kecuali pada setiap halaman yang memuat judul bab tidak menggunakan halaman, namun halamannya diperhitungkan.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 – Format Proposal
Lampiran 1.1 – Format Halaman Judul
[image: image1.png]



PROPOSAL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3/ (Untuk Mahasiswa)

DOSEN MASTER/KOLABORATIF/DOKTOR/GURU BESAR (Untuk Dosen)

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

MELALUI UNIT RISET DAN PUBLIKASI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 

JUDUL :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


OLEH
THARA KUNARTI WAHAB

NIM. 12/331884/HK/19129-ILMU HUKUM (Untuk Mahasiswa)
AZKA HANANI

NIM. 12/337856/HK/19313-ILMU HUKUM

MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR 

NIP 198908072015041005 (Untuk Dosen)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2017
Lampiran 1.2 – Format Halaman Persetujuan Pembimbing (Khusus Mahasiswa)

HALAMAN PERSETUJUAN

 DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3
PROPOSAL YANG BERJUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah ditelaah oleh Dosen Pembimbing Penelitian pada hari Selasa, 6 Oktober 2015 dan diterima sebagai Proposal dalam Program Penelitian Mahasiswa S1 Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1





Peneliti 2

Thara Kunarti Wahab




 Azka Hanani

NIM.12/331884/HK/19129



        NIM. 12/337856/HK/19313

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Penelitian

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. 

NIP. 197105311997021001
Lampiran 1.3 – Format Halaman Persetujuan Reviewer

HALAMAN PERSETUJUAN 

REVIEWER PROPOSAL PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1/S2/S3
PROGRAM PENELITIAN DOSEN MASTER/KOLABORATIF/DOKTOR/GURU BESAR

PROPOSAL PENELITIAN YANG BERJUDUL 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Telah ditelaah oleh Dewan Reviewer Proposal pada hari Jumat, 1 Mei 2017 dan disetujui untuk didanai dalam Program Penelitian Mahasiswa/Dosen Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

	

	Pengusul Penelitian

	Peneliti 1

Thara Kunarti Wahab

NIM.12/331884/HK/19129
	Peneliti 2

Azka Hanani

NIM. 12/337856/HK/19313

	

	Menyetujui 

	 Reviewer 1 
	
	Reviewer II 

	
	
	

	Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
	
	Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M. Sc., Ph.D.

	NIP. 197105311997021001
	
	NIP. 197511032005012001


Lampiran 1.4 – Format Isi Proposal
	A
	Latar Belakang Masalah

	B
	Rumusan Masalah

	C
	Tujuan Penelitian

	D
	Keaslian Penelitian

	E
	Manfaat Penelitian

	F
	Tinjauan Pustaka

	G
	Metode Penelitian


Lampiran 1.5 – Format Jadwal Penelitian

	TAHAPAN PENELITIAN

TAHUN 2016

Bulan-1

Bulan-2

Bulan-3

Bulan-4

Bulan-5

Bulan-6

I. Persiapan
a. Pembuatan Proposal 
b. Revisi Proposal 
c. Admistrasi dan Perizinan 

II. Pelaksanaan
a. Penelitian Kepustakaan
b. Persiapan Penelitian Lap.
c. Penelitian Lapangan

d. Pengolahan Data
e. Analisis Data

III. Penyelesaian
a. Pembuatan Laporan 
b. Presentasi Hasil 
c. Penyempurnaan Laporan 
d. Pengumpulan Laporan Final

Note:

Format diatas hanya sekedar contoh dalam penyusunan jadwal penelitian. Penelitian diperkenankan untuk membuat item-item tahapan penelitian yang berbeda dari contoh di atas yang disesuaikan dengan design research yang telah ditetapkan. 

Yogyakarta, Tanggal

	Pengusul

	

	Nama

	NIM


Lampiran 1.6 – Format Personalia Penelitian

	1. Ketua Peneliti 

	a. Nama Lengkap

	:
	

	b. NIM
	:
	

	c. Konsentrasi (Jika Ada)
	:
	

	d. Tempat Penelitian
	:
	

	e. Waktu yang disediakan
	:
	

	f. Contact Number
	:
	

	2. Anggota Peneliti 1

	a. Nama Lengkap

	:
	

	b. NIM
	:
	

	c. Konsentrasi (Jika Ada)
	:
	

	d. Tempat Penelitian
	:
	

	e. Waktu yang disediakan
	:
	

	f. Contact Number
	
	

	3. Anggota Peneliti 1

	g. Nama Lengkap

	:
	

	h. NIM
	:
	

	i. Konsentrasi (Jika Ada)
	:
	

	j. Tempat Penelitian
	:
	

	k. Waktu yang disediakan
	:
	

	l. Contact Number
	
	


Lampiran 1.7 – Justifikasi Penggunaan Anggaran

1. Pos Honorarium  (Max 30%) 

	No.
	Uraian
	Besarnya (Rp)

	1
	Peneliti
	Rp …………………………………..

	2
	Anggota Peneliti 
	Rp …………………………………..

	3
	Jumlah 
	Rp …………………………………..


2. Pos Bahan habis Pakai (Max 30%) 

	No.
	Uraian
	Volume
	Harga Sat (Rp)
	Besarnya (Rp)

	1
	
	
	
	   Rp ……………………………

	2
	
	
	
	   Rp ……………………………

	3
	
	
	
	   Rp ……………………………

	
	Dst 
	
	
	

	Jumlah
	Rp ……………………………


3. Pos Biaya Penunjang (Lain-lain)  (Max 40%)  

	No.
	Uraian
	Volume
	Harga Sat (Rp)
	Besarnya (Rp)

	1. 
	
	
	
	   Rp ……………………………

	2. 
	
	
	
	   Rp ……………………………

	3. 
	
	
	
	   Rp ……………………………

	
	Dst 
	
	
	

	Jumlah
	Rp ……………………………


	Total Biaya Penelitian 
	:
	Rp …………………………… (Angka) 

	
	:
	Huruf 


	Yogyakarta, Tanggal

	Pengusul

	

	Nama

	NIM


 Lampiran 1.8 – KHS Ketua Peneliti 
(Menunjukan telah lulus mata kuliah MPPH) (khusus Mahasiswa S1)
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Lampiran 2 – Format Laporan Hasil Penelitian
Lampiran 2.1 – Format Halaman Judul


LAPORAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA

MELALUI UNIT RISET DAN PUBLIKASI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA 

JUDUL :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


OLEH

THARA KUNARTI WAHAB

NIM. 12/331884/HK/19129-ILMU HUKUM
AZKA HANANI

NIM. 12/337856/HK/19313-ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2015

Lampiran 2.2 – Format Halaman Persetujuan Pembimbing (Khusus Mahasiswa)

HALAMAN PERSETUJUAN

 DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1
LAPORANHASIL PENELITIAN YANG BERJUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah ditelaah oleh Dosen Pembimbing Penelitian pada hari Selasa,Tanggal 6 Oktober 2015dan diterima sebagai Laporan Hasil Penelitiandalam Program Penelitian Mahasiswa S1 Perode I Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Pengusul Penelitian

Peneliti 1





Peneliti 2

Thara Kunarti Wahab




            Azka Hanani


NIM.12/331884/HK/19129



        NIM. 12/337856/HK/19313

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Penelitian

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. 

NIP. 197105311997021001
Lampiran 2.3 – Format Halaman Persetujuan Reviewer

HALAMAN PERSETUJUAN 

REVIEWER LAPORAN HASIL PENELITIAN

PROGRAM PENELITIAN MAHASISWA S1
LAPORAN HASIL PENELITIAN YANG BERJUDUL 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI DAMPAK ASEAN

ECONOMIC COMMUNITY 2015 DI KABUPATEN SLEMAN,

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Telah ditelaah oleh Dewan  Reviewer Proposal Penelitian pada hari Jumat, Tanggal 1 Mei 2015 dan disetujui untuk diterima sebagai Laporan Hasil Penelitian dalam Program Penelitian Mahasiswa S1 Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

	

	

	Pengusul Penelitian

                            Peneliti 1





 Peneliti 2

                Thara Kunarti Wahab


                            Azka Hanani

        NIM. 12/331884/HK/19129


NIM. 12/337856/HK/19313



	

	Menyetujui 

	 Reviewer 1 
	
	Reviewer II 

	
	
	

	Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.
	
	Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M. Sc., Ph.D.

	NIP. 197105311997021001
	
	NIP. 197511032005012001


Lampiran 2.4 – Format Abstract


THE CONSEQUENCES OF CANCELLATION THE RATIFICATION ACT IN RELATION WITH PARTICIPATION GOVERNMENT OF INDONESIA IN INTERNATIONAL TREATY
By:
Andi Sandi Ant.T.T.*  dan Agustina Merdekawati**

This research, which has a title " the Consequences of cancellation the ratification act in relation with participation Government of Indonesia in International treaty” has purpose to analyze the legal consequences of cancellation the ratification act in relation with participation Government of Indonesia in International treaty has ratified or acceded by Indonesian Government. 

This research is normative juridical research. Data collection in this research use collaborative methods between literature research to collect secondary data in law and  field research to equipping and to collect supporting data for literature research. Data was analyzed by qualitative descriptive analysis.

Based on analysis in this research, shows that: First, it is not clear the position international treaties in the legal system of Indonesia because in the Constitution and also in the act of international treaties did not regulate, but from practice in Indonesia show that all treaty has ratified need implementation legislation (non self-executing treaty). Second, the Act of ratification of international treaties, however, are included in the category of act that because of its is act can be review by the Constitutional Court, but not for the material of international treaties. Third, that the cancellation the ratification act has no direct correlation with participation Government of Indonesia in International treaty has ratified or acceded by Indonesian Government till there is resign mechanism throughout the termination /withdrawal/denunciation .

Keywords: international treaties, ratification, cancellation the ratification act.

*   The First Author is lecture in Contitutional Law Departement Faculty of Law UGM

**  The Second Author is lecture in International Law Departement Faculty of Law UGM

Lampiran 2.5 – Format Intisari

KONSEKUENSI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG RATIFIKASI TERHADAP KETERIKATAN PEMERINTAH INDONESIA PADA PERJANJIAN INTERNASIONAL
Andi Sandi Ant.T.T.*  dan Agustina Merdekawati**

INTISARI
Penelitian dengan judul “Konsekuensi Pembatalan Undang-undang Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional” ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi hukum atas pembatalan undang-undang ratifikasi perjanjian internasional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam suatu perjanjian internasional yang telah diratifikasi maupun diaksesi. Apakah Pembatalan tersebut kemudian mempengaruhi kedudukan Indonesia sebagai Negara pihak dalam perjanjian internasional tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kolaboratif antara metode penelitian kepustakaan (literature reseach) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum dan penelitian lapangan (field reseach) dilakukan untuk melengkapi sekaligus menunjang data kepustakaan tersebut. Data dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada, hasil penelitian ini adalah: Pertama, pada prinsipnya belum ada penegasan yang jelas baik dalam konstitusi maupun dalam UU Perjanjian Internasional mengenai posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Namun dalam praktek di Indonesia kecenderunganya perjanjian internasional membutuhkan implementation legislation untuk dapat berlaku di Indonesia (non self-excuting treaty). Kedua, berdasarkan berbagai kajian yang ada, UU ratifikasi perjanjian internasional bagaimanapun adalah termasuk dalam kategori UU yang karena bentuknya dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, namun bukan pada materi perjanjian internasionalnya yang diuji. Ketiga, bahwa pembatalan UU ratifikasi perjanjian internasional tidak memiliki korelasi langsung dengan keterikatan Indonesia dalam Perjanjian Internasioanl yang dibatalkan tersebut melainkan keterikatnya tetap ada sepanjang belum ada mekanisme termination/ withdrawal/denunciation sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional yang bersangkutan.
Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Ratifikasi,  Pembatalan UU Ratifikasi. 

*   Penulis adalah Dosen di Bagian Hukum Tata Negara Fakutas Hukum UGM 

** Penulis adalah Dosen di Bagian Hukum Internasional Fakutas Hukum UGM

Lampiran 2.6 – Format Isi Laporan

	BAB I PENDAHULUAN

	A. Latar Belakang Masalah

	B. Rumusan Masalah

	C. Tujuan Penelitian

	D. Keaslian Penelitian

	E. Manfaat Penelitian

	BAB II TINJAUAN PUSTAKA

	BAB III METODE PENELITIAN

	Sifat Penelitian

	A. Jenis Data/Bahan Penelitian

	B. Teknik Pengambilan Data

	C. Analisis Data

	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Banyaknya sub bab ditentukan oleh banyaknya rumusan masalah

	BAB V PENUTUP

	A. Kesimpulan 

	B. Saran


Lampiran 3 – Format Manuskrip Publikasi
Format Manuskrip Publikasi Merujuk pada Format Jurnal Penulisan Hukum Mimbar Hukum UGM

Lampiran 4 – Format Laporan Penggunaan Dana

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Judul


: xxx

Peneliti

: xxx

Jumlah Dana

: xxx

Rincian Penggunaan

1.  Honorarium

	No
	Rincian
	Jumlah Bruto
	PPh 21
	Jumlah Bersih

	
	
	
	
	


2.  Bahan 

	No
	Rincian
	Volume
	Harga satuan
	Total

	
	
	
	
	


3.  Lain-Lain

	No
	Rincian
	Volume
	Harga satuan
	Total

	
	
	
	
	


	Mengetahui, 

Ketua Unit Riset dan Publikasi FH UGM,

Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

NIP. 198707122014041001
	Yoygyakarta

Peneliti

XXXX

XX


Lampiran 5 -  Contoh Poster Penelitian
[image: image4.jpg]MODEL PENYELESAIAN SENGKETA
MENURUT TRADISI “BEGARAP” DALAM
MASYARAKAT SASAK SEBAGAI SARANA
NON-LITIGASI

Oleh: Umar Mubdi

Latar Belakang

Masyarakat Sasak yang bersifat komunal memiliki
lembaga adat yang salah satu fungsinya adalah se-
bagai lembaga penyelesaian sengketa. Pada si
yang lain, lembaga peradilan sesungguhnya sering-
kali tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan.
Terutama dalam masyarkat Sasak, tindakan pelapo-
ran atau gugatan atas kerabat kepada pengadilan
sama dengan mengibarkan bendera perang. Seh-
ingga penting untuk mempeldajari sarana non-

Salah satunya adalah “begarap” yakni trad
penyelesaian sengketa secara non-litigasi di mas-
yarakat Sasak dengan menggunakan kesakralan
Makam Wali Nyatog.

Hasil Penelitian
im

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis
normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data
primer dan data sekunder. Data-data yang ada diper-
oleh melalui inferview untuk data primier dan studi
pustaka untuk data sekunder kemudian dielaborasi
dan diolah dengan menggunakan metode diskrip-
tit-kualitafif.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui
bagaimana begarap dapat menjadi sarana penyele-
saian sengketa secara non-litigasi, norma dan nilai
yang terkandung, serta peluang pemberlakuannya
dalam UU Desa.
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KESESUAIAN ANTARA QANUN KOMISI KEBENARAN DAN
REKONSILIASI ACEH DENGAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBERLAKUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh: Zahlul Pasha

Latar Belakang Metode Penelitian

Pasca penandatanganan MoU Helsinki Penelitian ini termasuk penelitian
hukum normatif sekaligus penelitian
empiris, yakni mengkaji taraf
sinkronisasi antara Qanun Aceh Nomor
17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh

+ antara Pemerintah Indonesia dengan
Gerakan Acch Merdeka, banyak dinamika

| menarik yang terjadi di Aceh, salah satunya

adalah pengesahan Qanun KKR Aceh. dengan asas-asas pembentukan
i peraturan perundang-undangan.
| Namun, kehadiran Qanun KKR Aceh
mengandung banyak sckali persoalan, a o a

" terutama menyangkut substansi qanun yang | | Tujuan Penelitian ?
memuat banyak sckali Jika
dikaji secara mendalam, segala persoalan | Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang ﬂ
“a B B0 e | Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh
R tan erat dengan asas-as dengan asas-asas pembentukan peraturan
pembentukan peraturan perundang- - perundang-undangan dan implikasinya bagi
keberlakuan peraturan perundang-

undangan.

Hasil Penelitian

a. Kesesuaian Pembentukan Qanun KKR Aceh dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Dalaim pembentukan Qanun KKR Aceh, permasalahan yang dihadapi terkait dengan asas-asas
peraturan yakni dengan asas asas-asas formil,
Khususnya asas kesesuaian antara je‘mshlerark! dan materi muatan, dan asas kejelasan rumusan.

b. Implikasi Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Sesuai dengan Asas-asas

Peraturan Per g-
Implikasi bagi suatu peraturan d; ang tidak sesuai dengan
asas-asas peraturan dangan baik yang bersifat materil dan formil,

berimplikasi dijadikan alasan untuk dilakukan judicial review. Jika peraturan tersebut berbentuk
undang-undang dan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka baik pengujian
materil maupun pengujian formil adalah Konsitusi. bagi
peraturan di bawah undang-undang yang dianggap dengan peraturan lebih tinggi,
‘maka pengujian materil dan formilnya dilakukan ke Mahkamah Agung.

Kesimpulan dan Saran d

Kehadiran Qanun KKR Aceh dinilai tidak sesuai dengan asas-asas formil pembentukan peraturan

asas ian antara jenis hierarki dan materi muatan, dan
asas kejelasan rumusan. Terhadap kondisi tersebut dapat dijadikan alasan oleh orang yang merasa.
dirugikan kepentingannya dengan kehadiran ganun tersebut untuk melakukan pengujian terhadap
Qanun KKR, baik berupa uji formil maupun uji materil.
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sektor pelayaran sebagai tulang punggung .
perekonomian dunia. Dalam dua dekade terakhir, sektor
pelayaran menjadi politik hukum pembangunan ekonomi
Indonesia yang ingin menjadi negara poros maritim
dunia. Di sisi lain, kegiatan pelayaran menciptakan sisi
negatif yakni pencemaran lingkungan laut akibat
aktivitas kapal-kapal. Hal ini menjadi kerugian yang VY

< terlebih Indonesia juga sebagai negara dengan tingkat e s = 4
biodiversitas tinggi baik darat maupun laut.

IMO sebagai Organisasi Internasional yang menangani

isu kemaritiman sebenarnya memiliki suatu konsep * /L\

untuk mengatasi pencemaran akibat aktivitas kapal- .

kapal yakni Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs). y

Namun Indonesia sampai saat ini belum menerapkan *

konsep _PSS_A_S dalam upaya perlindungan lingkungan METODE PENELITIAN PENELITIAN/
laut dari aktivitas kapal-kapal. Y
" Penelitian ini merupakan penelltlan hukum
normatif dan menggunakan data sekunder.
Dalam menganalisis data, peneliti |
menggunakan pendekatan undang-undang
(statue approach), pendekatan komparatif
(comparative approach), dan pendekatan
konseptual (conseptual approach)

TUJUAN PENET.ITIAN

Mengkaji urgensi penerapan PSSAs bagi penguatan
navigasi dan konservasi laut Indonesia. Kemudian
memberikan prediksi tantangan dalam upaya -
penerapan PSS.As di Indonesia.

i T HASIL PENELITIAN
- /

A. Urgensi Penetapan Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) Sebagai Kompromi Penguatan
Navigasi dan Konservasi Laut Indonesia
Potensi pelayaran baik angkutan laut dalam juga luar negeri Indonesia dalam angka menunjukan
tingkat peluang yang tinggi dengan banyaknya kapal-kapal asing singgah di pelabuhan maupun
melewati perairan Indonesia. Keberadaan ALKI dan chokepoints di perairan Indonesia untuk
navigasi internasional menjadi faktor penting pada kebijakan pelayaran. Paralel dengan hal tersebut,
konservasi kelautan menjadi satu kesatuan dalam sistem pelayaran. Dalam menentukan jalur
pelayaran, keberadaan wilayah konservasi laut menjadi pertimbangan. Penetapan PSSAs justru
semakin meningkatkan keselamatan dan keamanan kapal-kapal dalam berlayar. Kejelasan
hydrographical, meteorogical, dan, oceanographic di kawasan PSSAs menjadi penguat v,
kenavigasian pelayaran.

¢ . '\

Yo {1 Tantangan Legal W
B. Tantangan Penerapan PSSAs - [ 2. Tantangan Institusional Framework

/

3. Tantangan Mechanism of Impl ion
v
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· Artikel dalam Antologi dengan Editor
‹nama pengarang›, “‹judul artikel›”, dalam ‹editor›, ‹tahun›, ‹judul buku›, ‹penerbit›, ‹tempat terbit›.
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